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KEPUTUSAN KEPALA DESA MADELLO
NOMOR \| TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA MADELLO
KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU S
TAHUN 2020 - 2023

Menimbang - a bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5
huruf a Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011
tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi
Anak Dalam Pembangunan Mengamanatkan Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam
melaksanakan kebijakan pertisipasi anak dalam
pembangunan melakukan advokasi sosialisasi, dan
fasilitasi tentang perlunya pemenuhan hak partisipasi
anak dalam pembangunan ;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebaganimana
dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa Madello tentang Pembentukan
Pengurus Forum Anak Desa Madello Periode 2021

2023;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);

4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Pengesahan ILO Nomor 182 Convention Concering The
Prohibition and Immediate Action For The Elimination Of

The Worst From Of The Child labauc Ak .
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penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk
Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3941);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan  Anak  (Lembaran Negara  Republik
| Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235), scbagaimana
telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2606};

6.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 95,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4419);

7.Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan tindak Pidana perdagangan orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun
2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4720);

8.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang
layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban
kekerasan;

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
- dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan:
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